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lll. Sanksi Pelanggaran Pidana didalam Kegiatan Kampanye

1. Pasal 490 menyatakan bahwa Setiap kepala desa atau sebutan lan yang
dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakr,rkan  tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa
Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan
denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

2. Pasal 493 menyatakan bahwa Setiap pelaksana dan/atau tm Kampanye Pemilu
yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling
banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

3. Pasal 494 Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indones:a dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau
anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta

rupiah).
4. Pasal 521 menyatakan bahwa Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim
Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan
kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf |
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
5. Pasal 523 menyatakan bahwa :
° 1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan

sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai

imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak
langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) ahun dan denda paling banyak
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

2. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemiluyang dengan
sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang
atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun ' tidak
langsung sebagaimsn4 dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan
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Setiap orang yvang dengan songaja pada hatl pemuangutan suara merijarjikan
ataun memberikan uang alaug materi laintiya kopada Pemilin untuk tidak
mengagunakan hak pilihnya atan memibh Peseita Pemilu tetenty dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tuhun dan denda paling banyak
Rpd6 000 000,00 (tiga pulih enam juta  (upiall) denda  paling  banyak
Rpam 000 000,00 (empat puluby delapan juta mipiah)

Demikian disampaikan, ntas peithatian dan kerjasamanya diucapkan tenma kasih,
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ABDUL LANE IDRIS

Tembusan
1 Ketua Bawaslu Provingi Sulawesi Selatan di Makassar,
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